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Hurufd

Yang dimaksud dengan “sektor jasa keuangan” adalah
perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan,
dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi
finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada
dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Yang dimaksud dengan “penampilan” adalah perbuatan
memperlihatkan Data Pribadi untuk tujuan tertentu dan
pihak-pihak tertentu.
Yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah
pemberitahuan sebuah Informasi yang ditujukan kepada
orang banyak dan bersifat umum.
Yang dimaksud dengan “transfer” adalah perpindahan,
pengiriman, dan/atau penggandaan Data Pribadi baik
secara elektronik maupun nonelektronik dari Pengendali
Data Pribadi kepada pihak lain.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17 ...
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Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
"Hurufd
Yang dimaksud dengan “kepentingan vital Subjek Data
Pribadi” adalah terkait dengan keberlangsungan hidup dari
Subjek Data Pribadi misalnya ketika pemrosesan Data
Pribadi diperlukan untuk tindakan perawatan medis
serius.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd ...
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Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “rincian mengenai Informasi yang
dikumpulkan” adalah daftar Informasi mengenai Data
Pribadi Subjek Data Pribadi, baik berupa Data Pribadi yang
bersifat umum maupun Data Pribadi yang bersifat spesifik,
yang dikumpulkan oleh Pengendali Data Pribadi dalam
rangka pemrosesan Data Pribadi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jangka waktu pemrosesan Data
Pribadi” adalah rentang waktu dimulainya hingga
selesainya serangkaian kegiatan pemrosesan Data Pribadi
sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah Bahasa Indonesia.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24 . ..
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Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “secara terbatas dan spesifik’ adalah
pengumpulan Data Pribadi harus terbatas sesuai dengan tujuan
pemrosesannya serta tujuan pemrosesan Data Pribadi harus secara
eksplisit, sah, dan telah ditentukan pada saat pengumpulan Data
Pribadi. '

Yang dimaksud dengan “sah secara hukum” adalah pemrosesan Data

Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah pemrosesan Data Pribadi
dilakukan dengan memastikan bahwa Subjek Data Pribadi telah
mengetahui Data Pribadi yang diproses dan bagaimana Data Pribadi
tersebut diproses, serta setiap Informasi dan komunikasi yang
berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi tersebut mudah diakses
dan dipahami, dengan menggunakan bahasa yang jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
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Pasal 33
Huruf a

Yang dimaksud dengan “membahayakan keamanan, kesehatan

fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang

lain” antara lain perubahan data riwayat penyakit yang berpotensi

membahayakan keamanan diri sendiri dan/atau orang lain.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdampak pada pengungkapan Data
Pribadi milik orang lain” antara lain perubahan Data Pribadi
nasabah yang berdampak pada pengungkapan Data Pribadi orang
lain.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dilakukan untuk
mengevaluasi potensi risiko yang timbul dari suatu pemrosesan
Data Pribadi serta upaya atau langkah yang harus dilakukan

untuk memitigasi risiko, termasuk terhadap hak Subjek Data
Pribadi dan mematuhi Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41 ...
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Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memusnahkan” adalah tindakan
untuk menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan
Data Pribadi sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk
mengidentifikasi Subjek Data Pribadi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas..
Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kegagalan Pelindungan Data Pribadi”
adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi,
termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun
tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan,
perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah
terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” antara lain jika
kegagalan Pelindungan Data Pribadi mengganggu pelayanan
publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan
masyarakat.
Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48 . ..
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Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan

kepada Subjek Data Pribadi atau pemberitahuan secara umum
melalui media massa baik elektronik maupun nonelektronik.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat atau petugas yang melaksanakan
fungsi Pelindungan Data Pribadi” adalah pejabat atau petugas
yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan
kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi
risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56. ..
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Pasal 56
Cukup jelas. -
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pendapatan” adalah arus masuk bruto
dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas
selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyelesaian sengketa di luar
pengadilan” adalah pemberian sarana penyelesaian sengketa
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
di luar pengadilan dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 60
Huruf a

Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data
Pribadi, lembaga melibatkan organisasi usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hurufb...
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Hurufl

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup.jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.
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Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.
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